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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi hukum operasional keadaan darurat dalam 
penanggulangan bencana dengan fokus perlindungan perempuan dan kelompok rentan berdasarkan 
kerangka Undang-Undang Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan 
pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Data dikumpulkan dari 
peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, dan laporan resmi pemerintah periode 2019-2024. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengatur perlindungan 
kelompok rentan dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No. 23 Tahun 
2004 tentang PKDRT, namun implementasinya masih menghadapi kendala koordinasi antar lembaga 
dan keterbatasan sumber daya. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya penguatan mekanisme 
operasional dan harmonisasi regulasi untuk memastikan perlindungan efektif bagi perempuan dan 
kelompok rentan dalam situasi darurat bencana. 
Kata Kunci: Hukum Darurat; Penanggulangan Bencana; Perlindungan Perempuan; Kelompok Rentan 
 

Abstract 
This study aims to present the implementation of operational law for emergency situations in disaster 
management with a focus on protecting women and vulnerable groups based on the Indonesian legal 
framework. The study uses a normative juridical method with a qualitative approach through literature 
review and legal document analysis. Data were collected from regulations, academic journals, and official 
government reports for the 2019-2024 period. The results show that the Indonesian legal framework has 
regulated the protection of vulnerable groups in Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management and 
Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence, but its implementation still faces obstacles in inter-
agency coordination and limited resource management. The implications of the study indicate the need to 
strengthen operational mechanisms and harmonize regulations to ensure effective protection for women 
and vulnerable groups in disaster emergency situations. 
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PENDAHULUAN 
Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di kawasan Ring of Fire menghadapi 

risiko bencana alam yang tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, hingga 
banjir dan longsor yang terjadi secara berulang (Hidayati, 2019). Karakteristik geografis ini 
menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi 
di dunia, yang memerlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dan responsif 
terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Kompleksitas permasalahan bencana di 
Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga mencakup dampak 
sosial yang signifikan terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat.  
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Gambar 1. Jumlah Kejadian Bencana di Indonesia Tiap Tahun dari Hidrometeorologi dan Geologi 

 
Perempuan dan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas 

sering kali mengalami dampak yang lebih berat dalam situasi bencana dibandingkan dengan 
kelompok lainnya (Ariyanto, 2020). Vulnerabilitas ini disebabkan oleh berbagai faktor 
struktural dan kultural yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia, termasuk 
ketimpangan gender, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta minimnya partisipasi 
dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam 
kerangka hukum operasional keadaan darurat yang dapat memberikan perlindungan memadai 
bagi kelompok-kelompok tersebut. Kerangka hukum Indonesia telah mengamanatkan 
perlindungan terhadap kelompok rentan melalui berbagai instrumen legal, termasuk UU No. 
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang secara eksplisit menyebutkan perlunya 
perhatian khusus terhadap kelompok rentan (Pratama, 2021). Namun demikian, implementasi 
praktis dari ketentuan hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal 
koordinasi antar lembaga, alokasi sumber daya, dan mekanisme operasional di lapangan. Gap 
antara norma hukum dan implementasinya menjadi permasalahan krusial yang perlu dikaji 
secara mendalam untuk memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi kelompok rentan.  

 
Gambar 2. Bencana Indonesia 2021 dan Jumlah Kejadian, Jenis, Dampak 

 
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi hukum operasional keadaan darurat 

dalam penanggulangan bencana dengan fokus khusus pada perlindungan perempuan dan 
kelompok rentan berdasarkan kerangka Undang-Undang Indonesia. Analisis akan meliputi 
evaluasi terhadap instrumen hukum yang ada, identifikasi kendala implementasi, serta 
rekomendasi untuk penguatan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan responsif 
terhadap kebutuhan kelompok rentan dalam situasi darurat bencana (Sari, 2022). 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk 
menganalisis implementasi hukum operasional keadaan darurat dalam perlindungan 
perempuan dan kelompok rentan. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini fokus 
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pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan Indonesia terkait penanggulangan bencana dan perlindungan kelompok rentan 
(Soekanto & Mamudji, 2019). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis 
mendalam terhadap substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum yang berkaitan 
dengan topik penelitian. Data primer penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan 
yang relevan, meliputi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah 
terkait, serta peraturan teknis lainnya yang mengatur tentang perlindungan kelompok rentan 
dalam situasi darurat. Selain itu, data primer juga mencakup putusan pengadilan yang relevan 
dengan topik penelitian serta dokumen kebijakan dari lembaga-lembaga terkait seperti BNPB, 
Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  

Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur akademik, jurnal 
hukum, artikel ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu yang membahas topik serupa (Ibrahim, 
2021). Sumber data sekunder juga meliputi laporan dari organisasi internasional seperti 
UNISDR, WHO, dan lembaga-lembaga PBB lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan 
bencana dan perlindungan kelompok rentan. Selain itu, data dari media massa dan laporan LSM 
yang kredibel juga digunakan untuk memberikan gambaran implementasi praktis dari 
ketentuan hukum yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis (Krippendorff, 2018). Analisis dilakukan 
melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi dan klasifikasi data berdasarkan tema dan subtema 
penelitian, interpretasi terhadap makna dan substansi ketentuan hukum, analisis gap antara 
norma hukum dan implementasinya, serta sintesis untuk menghasilkan kesimpulan dan 
rekomendasi. Proses analisis juga menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan 
validitas dan reliabilitas hasil penelitian. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Teori Hukum Darurat dan Penanggulangan Bencana  

Konsep hukum darurat dalam konteks penanggulangan bencana merujuk pada 
seperangkat aturan dan mekanisme hukum yang diberlakukan dalam situasi luar biasa untuk 
menangani krisis dan melindungi masyarakat (Schmitt, 2018). Teori ini berkembang dari 
pemahaman bahwa situasi darurat memerlukan respons hukum yang berbeda dari kondisi 
normal, dengan memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah untuk mengambil 
tindakan cepat dan efektif. Dalam konteks Indonesia, teori hukum darurat diimplementasikan 
melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keadaan bahaya, 
keadaan darurat, dan penanggulangan bencana. Implementasi hukum darurat dalam 
penanggulangan bencana harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, yakni bahwa 
tindakan yang diambil harus seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi (Dyzenhaus, 
2021). Prinsip ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan darurat yang dapat 
merugikan hak-hak fundamental masyarakat. Selain itu, hukum darurat juga harus bersifat 
temporal, artinya berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat dievaluasi secara berkala 
untuk menentukan apakah kondisi darurat masih diperlukan atau sudah dapat dicabut.  

Dalam perspektif hukum administrasi negara, hukum darurat memberikan legitimasi 
bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin dalam kondisi normal 
memerlukan prosedur yang lebih panjang dan kompleks (Fatmawati, 2019). Hal ini termasuk 
mobilisasi sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan pengambilan keputusan yang bersifat 
mendesak. Namun, kewenangan ini harus tetap dalam koridor konstitusi dan tidak boleh 
melanggar hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Teori 
responsivitas hukum juga menjadi landasan penting dalam pengembangan hukum darurat 
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yang efektif, di mana hukum harus mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan 
tepat (Nonet & Selznick, 2020). Dalam konteks penanggulangan bencana, responsivitas hukum 
berarti kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan dinamika bencana dan 
memberikan solusi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik setiap wilayah dan 
komunitas yang terdampak. 
 
Teori Perlindungan Hukum Kelompok Rentan 

Konsep perlindungan hukum kelompok rentan berkembang dari teori hak asasi manusia 
yang mengakui bahwa tidak semua individu memiliki kapasitas yang sama untuk menikmati 
dan melindungi hak-haknya (Fineman, 2019). Kelompok rentan didefinisikan sebagai 
kelompok masyarakat yang karena kondisi fisik, mental, sosial, atau ekonominya memerlukan 
perlindungan khusus untuk dapat menikmati hak-haknya secara setara dengan kelompok 
lainnya. Dalam konteks bencana, vulnerabilitas ini menjadi semakin menonjol karena krisis 
cenderung memperburuk ketimpangan yang sudah ada sebelumnya. Teori interseksionalitas 
memberikan perspektif penting dalam memahami kompleksitas vulnerabilitas kelompok 
rentan, khususnya perempuan (Crenshaw, 2021). Teori ini menjelaskan bahwa individu dapat 
mengalami multiple disadvantages karena identitas yang saling bersilangan, seperti gender, 
usia, status ekonomi, dan kemampuan fisik. Dalam situasi bencana, perempuan lanjut usia atau 
perempuan penyandang disabilitas menghadapi risiko yang berlipat ganda dibandingkan 
dengan kelompok lainnya, sehingga memerlukan pendekatan perlindungan yang lebih 
komprehensif.  

Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan menjadi fondasi dalam pengembangan sistem 
perlindungan hukum kelompok rentan (MacKinnon, 2020). Prinsip ini mengharuskan negara 
untuk tidak hanya menghindari tindakan diskriminatif, tetapi juga mengambil langkah-langkah 
afirmatif untuk memastikan bahwa kelompok rentan dapat mengakses perlindungan dan 
bantuan yang mereka butuhkan. Dalam konteks penanggulangan bencana, ini berarti 
penyediaan shelter yang aman bagi perempuan, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, 
dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Konsep due diligence negara dalam 
perlindungan kelompok rentan menekankan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk 
mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memberikan reparasi atas pelanggaran hak-hak 
kelompok rentan (Chinkin & Kaldor, 2022). Dalam situasi darurat bencana, kewajiban ini 
mencakup pengembangan sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh semua kelompok 
masyarakat, penyediaan bantuan yang responsif gender, dan pemulihan pasca bencana yang 
memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan. 
 
Pembahasan 
Kerangka Hukum Perlindungan Kelompok Rentan dalam Bencana 

Analisis terhadap kerangka hukum Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan 
kelompok rentan dalam situasi bencana telah diatur dalam berbagai instrumen hukum yang 
saling berkaitan dan melengkapi. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
secara eksplisit mengatur tentang perlindungan terhadap kelompok rentan dalam Pasal 55 
yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memberikan 
prioritas kepada kelompok rentan (Putra, 2020). Ketentuan ini diperkuat dengan penjelasan 
bahwa kelompok rentan meliputi bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau 
menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia. Implementasi ketentuan ini didukung oleh 
PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang memberikan 
panduan operasional lebih rinci tentang bagaimana perlindungan terhadap kelompok rentan 
harus dilaksanakan. Peraturan ini mengatur tentang penyediaan fasilitas khusus dalam 
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pengungsian, akses prioritas terhadap bantuan, dan mekanisme koordinasi antar lembaga 
dalam memberikan perlindungan (Andini, 2021). Namun, analisis menunjukkan bahwa 
implementasi di lapangan masih menghadapi kendala dalam hal standardisasi prosedur dan 
ketersediaan sumber daya yang memadai.  

Aspek perlindungan perempuan dalam situasi darurat bencana juga diatur dalam UU No. 
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberikan 
mandat kepada pemerintah untuk menyediakan ruang aman bagi perempuan korban 
kekerasan, termasuk dalam situasi darurat. Ketentuan ini relevan dalam konteks bencana 
karena penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan cenderung 
meningkat dalam situasi krisis dan darurat (Maharani, 2022). Namun, koordinasi antara sistem 
perlindungan korban kekerasan dengan sistem tanggap darurat bencana masih perlu 
diperkuat. Selain itu, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan 
kontribusi penting dalam kerangka perlindungan kelompok rentan, khususnya dalam hal 
aksesibilitas dan akomodasi yang wajar dalam situasi darurat. Undang-undang ini 
mengamanatkan penyediaan informasi peringatan dini yang dapat diakses oleh penyandang 
disabilitas, evakuasi yang ramah disabilitas, dan pemulihan yang memperhatikan kebutuhan 
khusus penyandang disabilitas (Suharto, 2023). Integrasi ketentuan ini dengan sistem 
penanggulangan bencana menjadi kunci efektivitas perlindungan bagi kelompok rentan secara 
keseluruhan. 
 
Mekanisme Koordinasi dan Implementasi Operasional 

Mekanisme koordinasi dalam implementasi perlindungan kelompok rentan melibatkan 
berbagai lembaga dan institusi yang memiliki peran dan kewenangan yang berbeda-beda. 
BNPB sebagai lembaga koordinator utama dalam penanggulangan bencana memiliki tanggung 
jawab untuk mengintegrasikan perspektif perlindungan kelompok rentan dalam seluruh siklus 
penanggulangan bencana (Rahman, 2021). Koordinasi ini dilakukan melalui mekanisme 
komando terpadu yang melibatkan BPBD di tingkat daerah, TNI, Polri, serta 
kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga masih 
menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam hal perbedaan perspektif dan prioritas 
dalam penanganan kelompok rentan. Beberapa lembaga masih memiliki pemahaman yang 
terbatas tentang kebutuhan spesifik kelompok rentan, sehingga bantuan yang diberikan tidak 
selalu tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan sebenarnya (Lestari, 2020). Selain itu, 
keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam menangani kelompok rentan 
juga menjadi kendala dalam implementasi operasional.  

Sistem informasi dan komunikasi dalam koordinasi perlindungan kelompok rentan juga 
masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal akurasi data kelompok rentan di setiap wilayah 
dan kemampuan tracking terhadap bantuan yang telah diberikan. BNPB telah mengembangkan 
sistem informasi bencana, namun komponen yang secara khusus mengakomodasi kebutuhan 
data kelompok rentan masih terbatas (Wijaya, 2022). Hal ini berdampak pada kesulitan dalam 
melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas program perlindungan kelompok rentan. 
Mekanisme akuntabilitas dalam implementasi perlindungan kelompok rentan juga 
memerlukan penguatan, baik dari aspek transparansi penggunaan anggaran maupun dari 
aspek partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Beberapa daerah telah mengembangkan 
mekanisme pengaduan dan feedback dari masyarakat, namun belum semua daerah memiliki 
sistem yang memadai untuk memastikan bahwa suara kelompok rentan dapat didengar dan 
ditindaklanjuti secara efektif (Kusuma, 2023). Tantangan koordinasi vertikal antara 
pemerintah pusat dan daerah juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian, khususnya 
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dalam hal sinkronisasi kebijakan dan program. Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam 
mengakses bantuan teknis dan finansial dari pemerintah pusat karena kompleksitas prosedur 
dan ketidakjelasan mekanisme koordinasi (Utami, 2023). Simplifikasi prosedur dan penguatan 
mekanisme koordinasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa bantuan pusat dapat sampai 
secara efektif kepada kelompok rentan di daerah. 
 
Perspektif Gender dan Interseksionalitas dalam Perlindungan Hukum 

Analisis dari perspektif gender menunjukkan bahwa implementasi hukum operasional 
keadaan darurat masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasi kebutuhan spesifik 
perempuan dalam situasi bencana. Meskipun kerangka hukum telah mengakui pentingnya 
perlindungan khusus bagi perempuan, implementasi di lapangan sering kali menggunakan 
pendekatan gender-blind yang tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-
laki dan perempuan (Sari, 2021). Hal ini terlihat dari desain shelter darurat yang tidak 
mempertimbangkan kebutuhan privasi perempuan, kurangnya akses terhadap layanan 
kesehatan reproduksi, dan minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan 
dalam penanganan bencana. Interseksionalitas menjadi aspek penting yang perlu dipahami 
dalam konteks perlindungan kelompok rentan, di mana individu dapat mengalami multiple 
vulnerabilities yang saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Perempuan lansia, 
perempuan penyandang disabilitas, atau perempuan dari kelompok minoritas menghadapi 
risiko yang berlipat ganda dalam situasi bencana karena mengalami diskriminasi dan 
marginalisasi dari berbagai dimensi (Kartika, 2020). Sistem perlindungan yang ada belum 
sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas ini, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih 
holistik dan interseksional.  

Kekerasan berbasis gender dalam situasi darurat bencana menjadi isu yang memerlukan 
perhatian khusus dalam kerangka hukum operasional. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat 
kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat dalam situasi krisis, termasuk 
dalam pengungsian akibat bencana (Pratama, 2022). Meskipun UU PKDRT telah memberikan 
kerangka untuk perlindungan korban kekerasan, integrasi dengan sistem penanggulangan 
bencana masih lemah, sehingga perempuan korban kekerasan dalam situasi bencana sering 
kali tidak mendapat perlindungan yang memadai. Partisipasi perempuan dalam leadership dan 
decision-making dalam penanggulangan bencana juga masih terbatas, padahal penelitian 
menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dapat meningkatkan 
efektivitas dan responsivitas sistem penanggulangan bencana terhadap kebutuhan seluruh 
masyarakat. Penguatan kapasitas perempuan dan penciptaan ruang partisipasi yang lebih 
inklusif menjadi kunci untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi secara efektif 
dalam sistem perlindungan (Fitriani, 2023). 
 
Rekomendasi Penguatan Sistem Hukum Operasional 

Penguatan sistem hukum operasional keadaan darurat dalam perlindungan kelompok 
rentan memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek legislatif, institusional, 
dan operasional. Dari aspek legislatif, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai 
instrumen hukum yang ada untuk memastikan konsistensi dan komplementaritas dalam 
memberikan perlindungan kepada kelompok rentan (Ahmad, 2021). Revisi terhadap beberapa 
peraturan pelaksana juga diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan terbaru dalam 
standar internasional dan best practices dalam perlindungan kelompok rentan. Penguatan 
institusional dapat dilakukan melalui pembentukan unit khusus atau penguatan fungsi existing 
unit yang menangani perlindungan kelompok rentan dalam struktur BNPB dan BPBD. Unit ini 
perlu dilengkapi dengan personel yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kelompok 
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rentan, serta anggaran yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif 
(Budiono, 2020). Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan forum 
koordinasi tetap dan mekanisme sharing information yang lebih baik juga diperlukan.  

Dari aspek operasional, pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang spesifik 
untuk penanganan kelompok rentan dalam setiap fase penanggulangan bencana menjadi 
prioritas. SOP ini harus mencakup prosedur identifikasi kelompok rentan, mekanisme evakuasi 
yang aksesible, pengelolaan shelter yang responsif gender, dan sistem distribusi bantuan yang 
mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok rentan (Wulandari, 2022). Implementasi 
SOP ini perlu didukung dengan pelatihan regular bagi semua stakeholder yang terlibat dalam 
penanggulangan bencana. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang robust juga 
menjadi kunci untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas sistem perlindungan. Sistem ini 
harus mencakup indikator-indikator yang spesifik untuk mengukur efektivitas perlindungan 
kelompok rentan, mekanisme complaint handling yang mudah diakses, dan sistem feedback 
yang memungkinkan continuous improvement (Santoso, 2023). Partisipasi kelompok rentan 
dalam sistem monitoring dan evaluasi ini juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa suara 
mereka didengar dan ditindaklanjuti. 

 
Gambar 3. Kerangka Hukum Perlindungan Kelompok Rentan dalam Bencana 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum 
Indonesia telah memberikan landasan yang memadai untuk perlindungan kelompok rentan 
dalam situasi darurat bencana, namun implementasinya masih menghadapi berbagai 
tantangan signifikan. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan instrumen 
hukum terkait lainnya telah mengakui pentingnya perlindungan khusus bagi kelompok rentan, 
namun gap antara norma hukum dan implementasi praktis masih cukup lebar. Tantangan 
utama meliputi keterbatasan koordinasi antar lembaga, minimnya sumber daya yang 
dialokasikan khusus untuk kelompok rentan, dan belum optimalnya integrasi perspektif 
gender dan interseksionalitas dalam sistem operasional. Efektivitas sistem perlindungan 
menunjukkan variasi yang signifikan antar daerah, dengan daerah-daerah yang memiliki 
pengalaman bencana yang lebih sering umumnya menunjukkan kinerja yang lebih baik. Namun 
demikian, inovasi dan best practices yang telah dikembangkan di beberapa daerah belum 
tersebar secara merata dan belum terinstitusionalisasi secara optimal. Aspek partisipasi 



QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia 
P-ISSN: 2964-6278 E-ISSN: 2964-1268 

Vol. 4 No. 2 Desember 2025 
 

 
Salsabila, dkk. – Defense University 1286 

kelompok rentan, khususnya perempuan, dalam proses perencanaan dan pengambilan 
keputusan masih terbatas, padahal partisipasi ini penting untuk memastikan responsivitas 
sistem terhadap kebutuhan sebenarnya. 
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